
 
 

LAMPIRAN XI 

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR 

NOMOR 22/6/PADG/2020  

TANGGAL 20 April 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARA JASA PENGOLAHAN UANG 

RUPIAH 

 

(Kota), (tanggal, bulan, tahun) 

No. : 

Lamp.: 

Kepada 

Kepala Departemen Pengelolaan Uang 
Bank Indonesia 

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung C lantai 7 
Jalan M.H. Thamrin No. 2 
Jakarta 10350 

Perihal :  Permohonan Persetujuan Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota 

Dewan Komisaris 

 

Dengan ini kami menyampaikan permohonan persetujuan perubahan 

Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris PJPUR sebagai berikut : 

        Nama           Jabatan                                   Nama            Jabatan 

1. .................    .................   menggantikan     .................    ................... 

2. .................    .................   menggantikan     .................    ................... 

 

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, terlampir kami 

sampaikan dokumen sebagai berikut: 

1. fotokopi risalah rapat umum pemegang saham; 

2. fotokopi KTP anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dan/atau 

yang baru; 

3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap yang masih berlaku bagi anggota 

direksi dan/atau anggota dewan komisaris berkewarganegaraan asing; 



 
 

4. riwayat pekerjaan masing-masing calon anggota dewan komisaris dan/atau 

direksi;  

5. fotokopi sertifikat atau bukti kepesertaan di bidang pengelolaan Uang Rupiah 

dalam hal belum terdapat sertifikasi pengelolaan Uang Rupiah; 

6. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang telah memperoleh pengesahan dari 

instansi yang berwenang untuk masing-masing calon anggota dewan 

komisaris dan/atau anggota direksi; 

7. asli surat pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan/atau anggota 

dewan komisaris bahwa yang bersangkutan: 

a. tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, 

keuangan, korupsi, pencucian uang, dan/atau tindak pidana terhadap 

rupiah, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap; 

b. tidak memiliki kredit macet; 

c. tidak masuk dalam daftar hitam nasional penarik cek/bilyet giro kosong; 

dan 

d. tidak merangkap jabatan sebagai anggota direksi dan/atau anggota 

dewan komisaris pada PJPUR lain; 

 

 

Hormat kami, 

PT......................................... 

Ttd./Cap Perusahaan 

 

 

Nama Jelas (anggota direksi PJPUR) 

 

 

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 

             TTD 

 

ROSMAYA HADI 


